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ABSTRAK

Kebanyakan masyarakat dalam menghadapi kekurangan dana salah satu
jalan keluar yang dapat dilakukan adalah berhutang kepada pihak lain atau dalam
kata lain mengajukan kredit ke lembaga perkreditan, salah satu lembaga perkreditan
adalah bank. Di Indonesia terdapat dua jenis bank, yaitu Bank Umum dan Bank
Perkreditan Rakyat. Dengan demikian debitor pasti ada yang mengalami kesulitan
mengembalikan kreditnya, sehingga memicu terjadinya kredit macet yang
mengakibatkan harus dilakukan eksekusi terhadap jaminan yaitu dalam hal ini
adalah Hak Milik atas tanah. Sesuai dengan pelaksanaan eksekusinya yang diatur
dalam Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak
Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-benda yang Berkaitan dengan Tanah (UU
HT) dapat dilaksanakan melalui penjualan di bawah tangan apabila disepakati
antara pemberi hak tanggungan dan penerima hak tanggungan. Banyak peneliti
yang sebelumnya yang telah meneliti terkait eksekusi hak tanggungan melalui
penjualan di bawah tangan sebagai penyelesaian kredit macet. Berdasarkan
penelitian sebelumnya terdapat beberapa alasan mengapa memilih eksekusi
tersebut yaitu, biasanya mendapatkan harga yang lebih tinggi, mudah, cepat dan
biaya ringan serta tidak banyak menimbulkan masalah. Dari data dan kesimpulan
hasil penelitian sebelumnya diatas, maka peneliti tertarik untuk meneliti mengenai
apakah eksekusi Hak Milik atas tanah melalui penjualan di bawah tangan sebagai
penyelesaian kredit macet di bank telah sesuai dengan hukum yang berlaku di
Indonesia.

Jenis penelitian ini adalah penelitian studi pustaka dengan menggunakan
metode pendekatan normatif. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat
deskriptif analisis. Sedangkan dalam teknik pengumpulan data menggunakan
metode studi pustaka dan dokumentasi.

Dari hasil penelitian menujukan bahwa eksekusi hak milik atas tanah
melalui penjualan di bawah tangan sebagai penyelesaian kredit macet di bank telah
sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Eksekusi Hak Milik atas tanah
melalui penjualan di bawah tangan sebagai penyelesaian kredit macet di bank ini
dapat dilaksanakan. Tidak dapat dilaksanakannya ekesekusi ini apabila ditemui
hambatan-hambatan, vyaitu sebagai berikut, bank sebagai pemegang Hak
Tanggungan (kreditor) tidak menghendaki eksekusi melalui penjualan di bawah
tangan, debitor yang tidak menghendaki eksekusi melalui penjualan di bawah
tangan (tidak mempunyai itikad baik) atau telah tidak diketahui keberadaannya, dan
kreditor dan debitor tidak menghendaki eksekusi melalui penjualan di bawah
tangan. Meskipun demikian terdapat kekurangan UU HT sebagai hukum yang
mengatur pelaksanaan eksekusi yang masih terlalu umum. Hal tersebut dikarenakan
tidak ditemukannya secara langsung Kkententuan yang mengatur terkait
pengosongan Hak Milik atas tanah apabila dilaksanakan eksekusi melalui penjualan
di bawah tangan.

Kata kunci: Kredit Macet, Hak Milik atas Tanah, Penjualan di Bawah Tangan.
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada dasarnya manusia atau perusahaan setiap harinya selalu
berhadapan dengan segala macam kebutuhan. Dalam menghadapi kebutuhan
ini, sifat manusia pada umumnya berharap selalu ingin dapat memenuhi
kebutuhannya. Manusia memiliki banyak kebutuhan yang dapat digolongkan
menjadi beberapa tingkatan mulai dari kebutuhan primer, sekunder, serta
tersier.! Kebanyakan masyarakat dalam menghadapi kekurangan dana salah
satu jalan keluar yang dapat dilakukan adalah berhutang kepada pihak lain atau
dalam kata lain mengajukan kredit ke lembaga perkreditan yang nanti setelah
jatuh tempo akan dikembalikan kembali?, salah satu lembaga perkreditan adalah

bank.

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998
Tentang Perbankan (UU Perbankan) yang dimaksud dengan bank adalah

sebagai berikut:

! Gatot Supramono, Perjanjian Utang Piutang, (Jakarta: Kencana, 2013), him. 8.

2 Gatot Supramono, Perbankan dan Masalah Kredit: Suatu Tinjauan di Bidang Yuridis,
(Jakarta: Rineka Cipta, 2009), him. 1.



“Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat
dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam
bentuk kredit dan bentuk-bentuk lainnya dalam rangka peningkatan
taraf hidup rakyat banyak.”®

Di Indonesia terdapat dua jenis bank, yaitu bank umum dan Bank
Perkreditan Rakyat (BPR). Berdasarkan Pasal 1 angka 3 UU Perbankan yang

dimaksud dengan bank umum adalah sebagai berikut:

“Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara
konvensional dan atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam
kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.”*

selanjutnya yang dimaksud dengan BPR berdasarkan Pasal 1 angka 4 UU

Perbankan adalah sebagai berikut:

“Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan
usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam
kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.”®

Berdasarkan pengertian di atas, dapat ditemukan persamaan dan
perbedaan bank umum dan BPR yaitu sama-sama memberikan jasa dalam
penghimpunan dana dan memberikan jasa dalam penyaluran dana kepada
masyakarat (kredit), akan tetapi BPR tidak memberikan jasa dalam lalu lintas

pembayaran.®

Istilah kredit berasal dari bahasa Yunani (credere) yang berarti

kepercayaan (truth atau faith), maka dapat dikatakan dasar dari kredit adalah

3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.
* 1bid.
% Ibid.

 Neni Sri Imaniyati, Pengantar Hukum Perbankan Indonesia, (Bandung: PT. Refika
Aditama, 2010), him. 29.



kepercayaan.” Meskipun demikian bank dalam memberikan kredit selalu
meminta jaminan atau agunan sebagai pengamanan kredit serta kepastian
hukum, dalam praktik perbankan adalah melakukan pengikatan jaminan.®
Sesuai dengan sifat dari benda yang yang dijaminkan tersebut, pada umumnya
jaminan berupa tanah dan bangunan lebih disukai oleh bank karena nilainya
cenderung stabil dalam jangka panjang, sehingga dalam transaksi pemberian
kredit oleh perbankan didominasi oleh penjaminan dalam bentuk tanah dan

bangunan atau dapat disebut sebagai Hak Tanggungan.®

Dalam perjanjian kredit terdapat dua pihak yang melakukan perjanjian,
untuk pihak yang memberikan pinjaman yaitu pihak yang berpiutang (kreditor),
sedangkan pihak yang menerima pinjaman disebut pihak yang berhutang

(debitor).°

Hak Tanggungan dalam pengertiannya berdasarkan Pasal 1 angka 1
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah

Beserta Benda-benda yang Berkaitan dengan Tanah (UU HT) sebagai berikut:

“Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan
dengan tanah, yang selanjutnya disebut Hak Tanggungan, adalah hak
jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar
Pokok-Pokok Agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang

" Thomas Suyatno, Dasar-dasar Perkreditan, edisi ke-4 (Jakarta: PT Gramedia Pustaka
Utama, 2007), him. 12.

8 Ibid.

®Ahmad Fauzi, “Eksistensi Hak Tanggungan dalam Kredit Perbankan,” Inovatif Jurnal
limu Hukum, Vol. 2, No. 3 (8 Juni 2012), him. 87.

10 Gatot Supramono, Perjanjian Utang Piutang, him. 10-11.



merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang
tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur
tertentu terhadap kreditur-kreditur lain.”*!

Perjanjian Hak Tanggungan harus terlebih dahulu dilakukan sebelum
melakukan pengikatan jaminan. Dalam hal ini tidak asal ada perjanjian
pokoknya saja, tetapi di dalam perjanjian harus ada klausul tentang pemberian

Hak Tanggungan sebagai jaminan penulasan utang.'2

Berdasarkan Pasal 4 ayat (1), (2) dan (4) UU HT dijelaskan bahwa hak

atas tanah yang dapat dibebani Hak Tanggungan, yaitu sebagai berikut:
1. Pasal 4 ayat (1)

“Hak atas tanah yang dapat dibebani Hak Tanggungan adalah:
a. Hak Milik;
b. Hak Guna Usaha;
c. Hak Guna Bangunan.”®

2. Pasal 4 ayat (2)

“Selain hak-hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Hak
Pakai atas tanah Negara yang menurut ketentuan yang berlaku wajib
didaftar dan menurut sifatnya dapat dipindahtangankan dapat juga di
bebani Hak Tanggungan.”**

3. Pasal 4 ayat (4)

“Hak Tanggungan dapat juga dibebankan pada hak atas tanah berikut
bangunan, tanaman, dan hasil karya yang telah ada atau akan ada yang
merupakan satu kesatuan dengan tanah tersebut, dan yang merupakan
milik pemegang hak atas tanah yang pembebanannya dengan tegas

11 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Berserta
Benda-benda yang Berkaitan dengan Tanah.

12 Gatot Supramono, Perbankan dan Masalah Kredit: Suatu Tinjauan di Bidang Yuridis,
him. 209.

13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas
Tanah Berserta Benda-benda yang Berkaitan dengan Tanah.

14 1bid.



dinyatakan di dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan yang
bersankutan."*®

Hak Milik atas tanah berdasarkan yang telah di paparkan diatas
merupakan salah satu objek Hak Tanggungan yang dapat di jadikan jaminan
kredit. Berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960
tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UU Pokok Agraria) yang
dimaksud dengan Hak Milik yaitu hak turun-menurun, terkuat dan terpenuh
yang dapat dipunyai orang atas tanah dengan mengingat ketentuan dalam Pasal

6.16

Pada asasnya, para pemilik tanah berkewajiban untuk menggunakan
atau mengusahakan tanahnya sendiri secara aktif, dalam UU Pokok Agraria
telah mengatur bahwa Hak Milik atas tanah dapat digunakan atau diusahakan
oleh bukan pemiliknya.l” Hal tersebut dipertegas pada Pasal 24 UU Pokok
Agraria yang menyatakan, penggunaan tanah Hak Milik oleh bukan miliknya
di batasi dan diatur dengan peraturan perundangan.!® Berikut yang
merupakakan bentuk-bentuk penggunaan atau pengusahaan tanah Hak Milik

oleh bukan pemiliknya, yaitu:*°

“1. Hak Milik atas tanah dibebani dengan hak guna bangunan.
2. Hak Milik atas tanah dibebani dengan hak pakai.
3. Hak sewa untuk bangunan.

15 1bid.

16 Urip Santoso, Hukum Agraria: Kanjian Komprehensif, cet ke-1 (Jakarta: Kencana
Prenadamedia Group, Januari 2012), him. 92.

7 Ibid., him. 99.
18 1bid.

19 1bid.



Hak gadai (gadai tanah).

Hak usaha bagi hasil (perjanjian bagihasil).
Hak menumpang.

Hak sewa tanah pertanian.”

No ok

Kehidupan tidak selalu berjalan mulus pasti selalu saja menemui
pasang surut termasuk debitor pasti ada yang mengalami kesulitan untuk
memenuhi prestasinya dalam bentuk membayar utang-utangnya atau
mengembalikan kreditnya?°, sehingga dapat memicu terjadinya kredit macet.
Sesuai dengan pelaksanaan eksekusinya yang diatur dalam Pasal 20 ayat (2)
UU HT yang menyatakan:

“Atas kesepakatan pemberi dan pemegang Hak Tanggungan, penjualan

obyek Hak Tanggungan dapat dilaksanakan di bawah tangan jika

dengan demikian itu akan dapat diperoleh harga tertinggi yang
menguntungkan semua pihak.”?

Penjualan objek Hak Tanggungan (eksekusi) melalui penjualan di
bawah tangan (Offsetting) yang dimaksud dalam pembahasan ini yaitu
penjualan atas tanah yang dijadikan sebagai jaminan kredit yang dibebani Hak
Tanggungan oleh kreditor sendiri secara langsung kepada orang lain/pihak lain

yang berminat, tetapi juga dapat dibantu oleh pemilik tanah dan bangunan

dimaksud.??

20 Zainal Asikin, Pengantar Hukum Perbankan Indonesia, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016),
him. 196.

2l Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta
Benda-benda yang Berkaitan dengan Tanah.

22 Martina, “Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan Sebagai Upaya Penyelesaian
Pembiyayaan Bermasalah (Studi pada PT Bank Muamalat Indonesia Cabang Lampung),” Fiat
Justisia, Vol. 10, No. 3 (Juli-September 2016), him. 532.



Eksekusi objek Hak Tanggungan dapat melalui penjualan di bawah
tangan tersebut dapat dilaksanakan apabila telah memenuhi syarat yang

dijelaskan pada Pasal 20 ayat (3) UU HT yaitu:

“Pelaksanaan penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya
dapat dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan
secara tertulis olen pemberi dan/atau pemegang Hak Tanggungan
kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikit-
dikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar di daerah yang
bersangkutan dan/atau media massa setempat, serta tidak ada pihak
yang menyatakan keberatan.”%

Eksistensi eksekusi objek Hak Tanggungan melalui penjualan di bawah
tangan sebagai penyelesaian kredit macet sudah tidak perlu diragukan lagi,
banyak peneliti yang sebelumnya yang telah meneliti terkait eksekusi objek
Hak Tanggungan melalui penjualan di bawah tangan sebagai penyelesaian
kredit macet di bank. Berdasarkan hal tersebut peneliti tertarik meneliti hasil
penelitian sebelumnya terkait alasan-alasan mengapa bank menggunakan
eksekusi objek Hak Tanggungan melalui penjualan dibawah tangan sebagai
penyelesaian kredit macet di bank untuk dijadikan sebagai bahan penelitian.

Berdasarkan penelitian yang dilaksanakan oleh Rizky Septiana
Widyaningtyas yang berjudul Penjualan di Bawah Tangan atas Objek Hak
Tanggungan sebagai Upaya Penyelesaian Kredit Macet Pada PT. Bank Rakyat
Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Cik Di Tiro Yogyakarta. Alasan PT. Bank

Rakyat Indonesia (Persero) Tbhk. Cabang Cik Di Tiro Yogyakarta memilih

23 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta
Benda-benda yang Berkaitan dengan Tanah.



eksekusi objek Hak Tanggungan melalui penjualan di bawah tangan sebagai

upaya penyelesaian kredit produktif macet sebagai berikut:?*

1. Bagi debitor, melalui penjualan di bawah tangan dapat diperoleh harga
tertinggi serta dapat menghemat biaya-biaya yang ditimbulkan dari proses
eksekusi melalui lelang.

2. Bagi kreditor BRI Cabang Cik Di Tiro yang terpenting adalah memperoleh
pelunasan piutang secara cepat dan mudah, sekaligus mengurangi
kekhawatiran bahwa hasil penjualan tidak mencapai nilai kredit yang
terutang karena nasabah debitor pasti mengusahakan supaya objek Hak
Tanggungan tersebut terjual dengan nilai di atas jumlah piutangnya.

Selanjutnya berdasarkan penelitian yang dilaksanakan oleh Diyani

Indrawati yang berjudul Kajian Hukum Eksekusi Hak Tanggungan pada PT.

Bank Perkreditan Rakyat Jateng (PT. BPR Jateng) Semarang. Alasan PT. Bank

Perkreditan Rakyat Jateng (PT. BPR Jateng) Semarang memilih eksekusi objek

Hak Tanggungan melalui penjualan di bawah tangan sebagai upaya

penyelesaian kredit macet sebagai berikut:?°

1. Pada proses seperti ini tidak banyak timbul masalah. Begitu adanya
kesepakatan maka semua akan berjalan dengan lancar.

2. Biasanya dengan penjualan seperti ini didapat harga yang lebih tinggi.

24 Rizky Septiana Widyaningtyas, “Penjualan di Bawah Tangan atas Objek Hak
Tanggungan sebagai Upaya Penyelesaian Kredit Macet Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)
Tbk. Cabang Cik Di Tiro Yogyakarta,” Tesis Universitas Gadjah Mada Yogyakarta (2013), him.
103.

25 Diyani Indrawati, “Kajian Hukum Eksekusi Hak Tanggungan pada PT. Bank Perkreditan
Rakyat Jateng (PT. BPR Jateng) Semarang,” Tesis Universitas Diponegoro Semarang (2009), him.
88.



Dengan demikian dapat disimpulkan dari hasil penelitian sebelumnya
yang telah dipaparkan di atas memuat beberapa alasan mengapa memilih upaya
eksekusi objek Hak Tanggungan melalui penjualan di bawah tangan sebagai

penyelesaian kredit macet yaitu:

1. Eksekusi objek Hak Tanggungan melalui penjualan di bawah tangan

biasanya mendapatkan harga yang lebih tinggi.

2. Eksekusi objek Hak Tanggungan melalui penjualan di bawah tangan
mudah, cepat, dan biaya ringan.
3. Eksekusi objek Hak Tanggungan melalui penjualan di bawah tangan tidak

banyak menimbulkan masalah.

Dari data dan kesimpulan hasil penelitian sebelumnya yang telah
dipaparkan di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti mengenai “Tinjauan
Yuridis terhadap Eksekusi Hak Milik atas Tanah melalui Penjualan di Bawah

Tangan sebagai Penyelesaian Kredit Macet di Bank”.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah tersebut di atas maka dapat diambil

permasalahan:

Apakah eksekusi Hak Milik atas tanah melalui penjualan di bawah tangan
sebagai penyelesaian kredit macet di bank telah sesuai dengan hukum yang

berlaku di Indonesia?
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C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Mengetahui tentang eksekusi Hak Milik atas tanah melalui penjualan
di bawah tangan sebagai penyelesaian kredit macet di bank sesuai atau tidak

sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Peneliti berharap bahwa penelitian tinjauan yuridis terhadap
eksekusi Hak Milik atas tanah melalui penjualan di bawah tangan sebagai
penyelesaian kredit macet di bank berguna sebagai tambahan literatur
secara teoritis terhadap perkembangan ilmu di bidang ilmu hukum dan

sebagai pedoman untuk penelitian yang selanjutnya.

b. Kegunaan Praktis

1. Penelitiaan ini guna memenuhi syarat dalam menyelesaikan
pendidikan program strata 1 (S1) pada Program Studi lImu Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi jembatan penambah wawasan
pembaca agar mengetahui tentang eksekusi Hak Milik atas tanah
melalui penjualan di bawah tangan di bank sebagai penyelesaian
kredit macet di bank sesuai atau tidak sesuai dengan hukum yang

berlaku di Indonesia.



11

D. Telaah Pustaka

Guna mendukung penelitian dan membedakan dengan penelitian
sebelumnya, berikut akan dibahas beberapa penelitian yang terkait dengan
penelitian ini.

Karya tulis pertama adalah jurnal yang ditulis oleh Mas Rara Tri Retno
Herryani dan Harsono Njoto yang berjudul “Penjualan Obyek Hak Tanggungan
dibawah Tangan Untuk Penyelesaian Kredit Macet di Bank”. Jurnal ini
membahas tentang, bagaimana pelaksanaan penjualan dibawah tangan atas
jaminan berupa hak tanggungan untuk penyelesaian kredit macet di Bank.?®

Perbedaan jurnal di atas dengan penelitian yang akan penulis susun yaitu
penulis lebih spesifik dengan rumusan masalah apakah eksekusi Hak Milik atas
tanah melalui penjualan di bawah tangan sebagai penyelesaian kredit macet di
bank telah sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Dwi Antoro yang berjudul
“Penyelesaian Kredit Macet dalam Perjanjian Kredit di Bank BRI Cabang Mlati
Yogyakarta”. Skripsi ini menjelaskan tentang, pertama, bagaimana proses
penyelesaian kredit macet yang terjadi pada Bank BRI Cabang Mlati
Yogyakarta. Kedua, kendala yang dihadapi dalam proses penyelesaian kredit

macet Bank BRI Cabang Mlati Yogyakarta.?’

% Mas Rara Tri Retno Herryani dan Harsono Njoto, “Penjualan Obyek Hak Tangungan
Dibawah Tangan Untuk Penyelesaian Kredit Macet Di Bank,” Lex Journal : Kajian Hukum &
Keadilan, (2018).

2 Dwi Antoro, “Penyelesaian Kredit Macet dalam Perjanjian Kredit di Bank BRI Cabang
Mlati Yogyakarta,” Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2015).
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Perbedaan Skripsi di atas dengan penelitian yang akan penulis susun
yaitu lebih spesifik dan jenis penelitiannya dalam penelitian ini penulis
menggunakan studi pustaka tidak penelitian lapangan, dengan rumusan masalah
apakah eksekusi Hak Milik atas tanah melalui penjualan di bawah tangan
sebagai penyelesaian kredit macet di bank telah sesuai dengan hukum yang

berlaku di Indonesia.

Ketiga, tesis yang ditulis oleh Rizky Septiana Widyaningtyas yang
berjudul “Penjualan dibawah Tangan atas Objek Hak Tanggungan sebagai
Upaya Penyelesaian Kredit Macet Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)
Tbk. Cabang Cik Di Tiro Yogyakarta”. Tesis ini membahas tentang, alasan
mengapa PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbhk. Cabang Cik Di Tiro
Yogyakarta memilih penjualan objek Hak Tanggungan secara di bawah tangan
sebagai upaya penyelesaian kredit macet, kedua bagaimana penyelesaian kredit
macet melalui penjualan objek Hak Tanggungan secara di bawah tangan yang
dilakukan pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Cik Di Tiro
Yogyakarta. Ketiga, kendala yang dihadapi oleh PT. Bank Rakyat Indonesia
(Persero) Tbk. Cabang Cik Di Tiro Yogyakarta dalam melaksanakan
penyelesaian kredit macet melalui penjualan objek Hak Tanggungan secara di

bawah tangan.?®

2 Rizky Septiana Widyaningtyas, “Penjualan di Bawah Tangan atas Objek Hak
Tanggungan sebagai Upaya Penyelesaian Kredit Macet Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)
Tbk. Cabang Cik Di Tiro Yogyakarta,”.
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Perbedaan tesis di atas dengan penelitian yang akan penulis susun yaitu,
lebih spesifik dan jenis penelitiannya dalam penelitian ini penulis menggunakan
studi pustaka tidak penelitian lapangan, dengan rumusan masalah apakah
eksekusi Hak Milik atas tanah melalui penjualan di bawah tangan sebagai
penyelesaian kredit macet di bank telah sesuai dengan hukum yang berlaku di

Indonesia.

Keempat, tesis yang ditulis oleh Diyani Indrawati yang berjudul “Kajian
Hukum Eksekusi Hak Tanggungan pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Jateng
(PT. BPR Jateng) Semarang”. Tesis ini membahas tentang, pertama, bagaimana
eksekusi Hak Tanggungan apabila terjadi kesulitan pengosongan terhadap
objek Hak Tanggungan pada PT. BPR JATENG Semarang. Kedua, kendala dan

penyelesaian dalam eksekusi Hak Tanggungan tersebut?®

Perbedaan tesis di atas dengan penelitian yang akan penulis susun yaitu
lebih spesifik dan jenis penelitiannya dalam penelitian ini penulis menggunakan
studi pustaka tidak penelitian lapangan, dengan rumusan masalah apakah
eksekusi Hak Milik atas tanah melalui penjualan di bawah tangan sebagai
penyelesaian kredit macet di bank telah sesuai dengan hukum yang berlaku di

Indonesia.

E. Kerangka Teoritik

1. Teori Ketaatan Hukum

29 Diyani Indrawati, “Kajian Hukum Eksekusi Hak Tanggungan pada PT. Bank Perkreditan
Rakyat Jateng (PT. BPR Jateng) Semarang,”.
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Dalam berbagai literatur menjelaskan bahwa seseorang mau menaati
hukum atau tidak melakukan pelanggran di sebabkan karena terdapat
beberapa faktor yaitu pertama, akibat faktor jera atau takut setelah
menyaksikan atau mempertimbangkan terhadap kemungkinan sanksi yang
akan didapat jika ia tidak menaati hukum. Kedua, seseorang menaati
hukum, karena adanya tekanan dari individu lain atau tekanan dari suatu
kelompok. Jika suatu kelompok anutan menentang keras suatu tindakan
yang melanggar suatu hukum, maka dapat mencegah seseorang individu
memutuskan untuk menaati suatu aturan hukum karena alasan moral
personalnya. Disisi lain seorang individu lainnya, dapat memutuskan tidak
menaati suatu aturan hukum, juga karena alasan moral®

Menurut Achmad Ali, apabila direnungkan dengan baik ternyata
jika seseorang disodori dengan keharusan untuk memilih, maka seseorang
akan menaati aturan hukum dan perundang-undangan, hanya jika dalam
sudut pandangnya, keuntungan-keuntungan dari suatu ketaatan tersebut,
ternyata melebihi biaya-biayanya (pengorbanan yang dikeluarkannya).
Diakui oleh Ahmad Ali bahwa pandangannya ini dipengaruhi oleh
pandangan mazhab hukum ekonomi, yang memandang bahwa berbagai
faktor ekonomi sangat memengaruhi suatu ketaatan seseorang, termasuk di
dalamnya keputusan seseorang yang berhubungan dengan faktor “biaya”

atau “pengorbanan”, serta “keuntungan” jika ia menaati hukum.3!
9

%0 Baso Madiong, Sosiologi Hukum: Suatu Pengantar, Cet-1 (Makassar: CV. Sah Media
Makassar, 2014) him. 104.

% 1bid., him, 107.
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Dengan demikian kaitannya dalam hal ini seyogyanya pembuat
perundang-undangan, harus peka dalam melakukan prediksi yang akurat
tentang bagaimana orang-orang yang kelak akan menjadi target peraturan
yang dibuatnya.®? Hal tersebut bertujuan agar hukum tersebut dapat
berjalan dengan optimal dan sebagaimana mestinya.

2. Teori Kesenjangan (das sein dan das sollen)

Terdapat bebagai faktor yang menyebabkan suatu kesenjangan.
Suatu hukum dapat dikatakan optimal apabila terjadi suatu keselarasan
antara hukum yang mengaturnya dengan apa yang senyatanya terjadi.
Dalam hal ini hukum harus bertindak sebagai sein-sollen yaitu hukum
sebagaimana ia tampil dalam perilaku orang dalam masyarakat dunia nyata
(das sein) berkenaan dengan ada dan berlakunya suatu kaidah-kaidah
hukum positif (das sollen).®

Senada dengan hal tersebut menurut Sudikno Mertokusumo,
penemuan hukum yaitu dimana proses pembentukan hukum yang dilakukan
oleh hakim atau petugas hukum lainnya yang diberi tugas melaksanakan
hukum terhadap peristiwa-peristiwa konkret. Dalam hal ini penemuan
hukum merupakan konkretisasi, kristalisasi atau individualisasi peraturan
hukum (das sollen) yang bersifat umum dengan mengingat peristiwa

konkret (das sein). Lebih lanjut menurut Sudikno, peristiwa konkret perlu

%2 |bid.

3 Krismiyarsi, “Kajian Terhadap Pendekatan Ilmu Hukum Normatif dan Ilmu Hukum
Empirik Sebagai Dua Sisi Pendekatan yang Saling Mengisi”, Jurnal Masalah-masalah Hukum, Vol.
44 No. 1 (Januari 2015), him. 115.
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dicarikan hukumnya yang bersifat umum dan abstrak. Peristiwa konkret
harus dipertemukan dengan peraturan hukum. Peristiwa konkret harus
dihubungkan dengan peraturan hukumnya agar dapat tercakup oleh
peraturan hukum itu. Disisi lain, peraturan hukumnya harus disesuaikan
dengan peristiwa konkretnya agar dapat diterapkan.3*
3. Teori Jaminan

Teori jaminan (lien theoray) menyatakan bahwa titel kepemilikan
dalam suatu sistem jaminan utang tetap berada pada pihak debitor,
mencakup juga kekuasaan untuk menguasai dan memungut hasil dari benda
objek jaminan kredit. Titel kepemilkan debitor atas benda objek jaminan
utang tersebut baru akan berakhir apabila terjadi wanprestasi terhadap
utang yang dijamin dan dilakukan eksekusi sebagai pelunasan utang yang
sah sesuai hukum yang berlaku. Jadi, objek jaminan utang dimaksudkan
bukan untuk menikmati hasilnya, melainkan hanya sebagai jaminan saja
untuk berjaga-jaga atau pengaman apabila utang tersebut memang tidak
terbayar nantinya. Ketika utang memang tidak terbayar, pembayarannya
dapat diambil dari hasil penjualan objek jaminan utang tersebut.®

Menurut Mariam Darus Badrulzaman jaminan adalah suatu
tanggunan yang diberikan oleh seorang debitor dan atau oleh pihak ketiga
kepada kreditor untuk menjamin suatu kewajibannya dalam suatu

perikatan. Adapun menurut Suyatno ahli hukum perbankan mendefinisikan

3 https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5acd738a592ef/perbedaan-idas-sollen-i-
dengan-idas-sein-i, akses 07 Februari 2019.

35 Munir Fuady, Hukum Jaminan Utang, (Jakarta: Erlangga, 2013), him. 5.


https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5acd738a592ef/perbedaan-idas-sollen-i-dengan-idas-sein-i
https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5acd738a592ef/perbedaan-idas-sollen-i-dengan-idas-sein-i
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jaminan adalah penyerahan kekayaan atau suatu pernyataan kesanggupan

seseorang untuk menanggung pembayaran kembali suatu utang.®

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian
Penelitian ini menggunakan penelitian studi pustaka (Library
Research) yaitu kajian teoritis yang berkaitan dengan nilai dan norma hukum
untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang
menjadi objek penelitian untuk mendapatkan data terkait penelitian ini agar

sesuai dengan apa yang sebenarnya terjadi pada masalah yang diteliti.

2. Metode Pendekatan
Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka metode
pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif. Pendekatan
normatif adalah penelitian yang menggunakan mengumpulan data dari
berbagai litelatur berupa Perundang-undangan, karya ilmiah, buku, dan
internet terkait masalah yang diteliti.

3. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu mengambil masalah
sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan, yang kemudian hasil

penelitiannya diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya.

36 Adrian Sutedi, Hukum Hak Tanggungan, him. 20.
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4. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data merupakan cara yang dipakai untuk
mendapatkan informasi serta fakta-fakta yang ada terkait penelitian, dalam
pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan beberapa metode

sebagai berikut:

a. Studi Pustaka
Studi pustaka yaitu dengan mempelajari bahan hukum primer.
Setelah ditemukannya permasalahan penulis mengumpulan berbagai
literatur berupa karya ilmiah, buku, dan internet yang berkaitan dengan
eksekusi Hak Milik atas tanah melalui penjualan di bawah tangan sebagai

penyelesaian kredit macet di bank.

b. Dokumentasi

Dokumentasi atau studi dokumentasi yaitu studi terhadap
dokumen-dokumen maupun arsip-arsip yang terkait dengan eksekusi Hak
Milik atas tanah melalui penjualan di bawah tangan sebagai penyelesaian

kredit macet di bank.

5. Sumber Data atau Bahan Hukum
a. Data primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara
langsung. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan data primer, yaitu:
1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar

Pokok-pokok Agraria.
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3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas
Tanah Beserta Benda-benda yang Berkaitan dengan Tanah.
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.
b. Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh penelitian
pustaka yang dapat berupa, Perundang-undangan, karya ilmiah, buku,

kamus dan internet yang berkaitan dengan penelitian ini.

c. Teknik Analisa Data
Setelah semua data yang diperlukan terkumpul tahap selanjutnya
adalah melakukan analisa data secara analisis kualitatf, merupakan
analisa yang dilakukan terkait kesesuaian antara bahan peneltian dengan
hasil penelitian. Selanjutnya penulis menarik kesimpulan secara deduktif,
yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal

yang bersifat khusus.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran yang jelas tentang arah pemikiran dan
tujuan penulis penelitian ini, maka garis besar dalam penyusunan sistematika
penulisan sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan pendahuluan terdiri dari sub bab-sub bab yang
berupa latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan
penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sitematika
pembahasan.

Bab kedua, akan memaparkan tinjauan tentang perjanjian kredit,

jaminan, dan wanprestasi.



20

Bab ketiga, akan memaparkan gambaran umum tentang Hak Milik atas
tanah sebagai jaminan kredit, Hak Tanggungan, upaya penyelamatan kredit dan

eksekusi objek Hak Tanggungan.

Bab keempat, akan memaparkan tentang penyelesaian kredit macet di

bank melalui penjualan di bawah tangan terhadap Hak Milik atas tanah.

Bab kelima, akan memaparkan tentang kesimpulan dari keseluruhan
pembahasan yang telah diuraikan mulai dari bab pertama hingga bab keempat

dan yang terakhir saran.



BAB V
PENUTUP

A. KESIMPULAN
Berdasarkan analisis yang telah dipaparkan di atas eksekusi Hak Milik
atas tanah melalui penjualan di bawah tangan sebagai penyelesaian kredit macet
di bank telah sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Eksekusi Hak
Milik atas tanah melalui penjualan di bawah tangan sebagai penyelesaian kredit
macet di bank ini dapat dilaksanakan. Tidak dapat dilaksanakannya ekesekusi

ini apabila ditemui hambatan-hambatan, yaitu sebagai berikut:

1. Bank sebagai pemegang Hak Tanggungan (kreditor) tidak menghendaki
eksekusi melalui penjualan di bawah tangan.

2. Debitor yang tidak menghendaki eksekusi melalui penjualan di bawah
tangan (tidak mempunyai itikad baik) atau telah tidak diketahui
keberadaannya.

3. Kreditor dan debitor tidak menghendaki eksekusi melalui penjualan di

bawah tangan.

Meskipun demikian terdapat kekurangan UU HT sebagai hukum yang
mengatur pelaksanaan eksekusi yang masih terlalu umum. Hal tersebut
dikarenakan tidak ditemukannya secara langsung kententuan yang mengatur
terkait pengosongan Hak Milik atas tanah apabila dilaksanakan eksekusi

melalui penjualan di bawah tangan.
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B. SARAN-SARAN

1.

Saran bagi pihak yang berwenang terkait pembuatan perundang-undangan
dan atau pemerintah

Menurut pendapat penulis agar eksekusi Hak Milik atas tanah
melalui penjualan di bawah tangan sebagai penyelesaian kredit macet di
bank dapat berjalan lebih optimal perlu adanya tambahan (kejelasan)
ketentuan dalam UU HT terkait pengosongan Hak Milik atas tanah apabila
eksekusi dilakukan melalui penjualan di bawah tangan. Hal tersebut
dikarenakan tidak menutup kemungkinan apabila terdapat debitor yang
enggan untuk meninggalkan objek Hak Tanggungan tersebut.
Saran bagi kreditor

Menurut pendapat penulis agar eksekusi Hak Milik atas tanah
melalui penjualan di bawah tangan sebagai penyelesaian kredit macet di
bank dapat berjalan lebih optimal lebih terkait pengosongan lebih baik
diperjanjikan di dalam APHT atau di perjanjikan secara tertulis apabila telah
sepakat akan melaksanakan eksekusi objek Hak Milik atas tanah melalui
penjualan di bawah tangan. Dengan demikian perjanjian tersebut dapat

dijadikan sebagai pengaman (bukti otentik).
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